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Penelitian ini membahas tentang pemeriksaan dua orang saksi secara 

bersamaan di Pengadilan Agama yang sering terjadi dalam praktik, meskipun 

secara normatif Pasal 144 ayat (1) HIR mewajibkan pemeriksaan saksi seorang 

demi seorang. Permasalahan muncul ketika ketentuan prosedural tersebut 

berbenturan dengan kebijakan efisiensi peradilan seperti program One Day 

Minutation dan One Day Publish dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 

(BADILAG), serta asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang 

digunakan meliputi bahan hukum primer seperti HIR, RBg, dan KUHPerdata, 

serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan literatur hukum 

lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, 

sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan logika 

deduktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pemeriksaan dua 

orang saksi secara bersamaan di Pengadilan Agama merupakan pelanggaran 

terhadap Pasal 144 ayat (1) HIR yang bersifat imperatif. Berdasarkan 

yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 731 K/Sip/1975, 

keterangan saksi yang diperiksa secara bersama-sama tidak dapat dipergunakan 

sebagai alat bukti yang sah. Pemeriksaan secara terpisah memiliki justifikasi 

ilmiah dan yuridis karena dapat mencegah terjadinya memory conformity, 

menjaga objektivitas persaksian, serta melindungi prinsip due process of law. 

Adapun kebijakan efisiensi peradilan tidak dapat dijadikan justifikasi untuk 

mengabaikan ketentuan prosedural karena secara hierarki sumber hukum, undang-

undang memiliki kedudukan di atas kebijakan internal. Sebagai jalan tengah, 

penelitian ini merekomendasikan pemanfaatan teknologi persidangan elektronik 

(e-court) sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019, serta perlunya 

reformasi hukum acara yang mengakomodasi efisiensi tanpa mengorbankan 

kepastian hukum dan keadilan prosedural. 

 


